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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya kecelakaan
pekerjaan konstruksi, dan jatuhnya korban jiwa, namun demikian Komisi V DPR RI juga
memberikan apresiasi terhadap Kementerian PUPR terkait dengan langkah-langkah yang diambil
dalam menindaklanjuti kecelakaan pekerjaan konstruksi.

2. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia di bidang konstruksi dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap Penyedia Jasa
Konstruksi untuk selalu memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pekerjaan
konstruksi.

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral
terkait pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga kejadian
kecelakaan pekerjaan konstruksi tidak terjadi dimasa mendatang.

4. Komisi V DPR RI meminta Komite Keselamatan Konstruksi (K3) melalui Kementerian PUPR untuk
menyampaikan laporan hasil evaluasi kecelakaan pekerjaan konstruksi kepada Komisi V DPR RI
segera setelah dinyatakan selesai.

5. Untuk lebih memberdayakan penyedia jasa konstruksi nasional, Komisi V DPR RI menghimbau
kepada pemerintah terhadap pekerjaan konstruksi yang bernilai dibawah Rp.100 Miliar, agar dapat
dilaksanakan oleh pihak swasta kecuali pekerjaan-pekerjaan khusus atau yang memerlukan
teknologi tinggi.

6. Terkait dengan usulan untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja), Komisi V DPR RI akan
mendalaminya lebih lanjut di dalam Rapat Intern.

Ill. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB. 
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